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ABSTRAK

Tujuan dari penilitian ini untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kerjasama
pembangunan ruko antara pemilik modal dan pemilik lahan. Metorde penelitian
dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian normative empiris. Hasil penelitian
didapatkan bahwa pelaksanaan perjanjian kerjasama pembangunan ruko dengan
menggunakana perjanjian secara lisa. Penyelesaian sengketa pada perjanjian
kerjasama pembangunan ruko dilakukan tersebut melakukan upaya hukum diluar
pengadilan (non litigasi) yakni melalui negosiasi. Hasil dari negosiasi tersebut
dituangkan pada perjanjian kesepakatan bersama secara tertulis yang
ditandatangani oleh kedua belah pihak, adapun kesepakatan para pihak bahwa
masalah wanprestasi tersebut tidak akan dibawa ke ranah hukum dan pemilik lahan
sepakat untuk melakukan pergantian rugi secara sepenuhnya sebsesar biaya
pembangunan yang telah dikeluarkan oleh pemilik. Maka para pihak untuk

mengikatkan diri dengan pperjanjian tertulis.

Kata Kunci: Perjanjian kerjasama, pembangunan ruko
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ABSTRACT

This thesis was written using a normative, empirical research method. This
research aims to find out the implementation of the cooperation agreement for
shophouse development between the capital owner and the léndowner. The study
results found that the implementation of the cooperation agreement for the
construction of shophouses used a verbal agreement. Legal remedies carry out
disputes in the shophouse development cooperation agreement outside the court
(non-litigation), namely through negotiation. The outcome of these conversations
is documented in a written collective agreement signed by both parties. The
parties agree that the default problem will not be pursued in court, and the
landowner agrees to compensate the owner in full for the development costs

incurred. As a result, the parties must enter into a written agreement.

Keywords: cooperation agreement, shophouse construction
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan adalah salah satu amanat konstitusi untuk membangun,
mensejahterakan, dan menjadi negara yang adil di Indonesia berdasarkan
keyakinan dan ketagwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini tertuang
dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, dimana pembangunan nasional
adalah pembangunan bangsa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa,
mewujudkan kesejahteraan umum, dan melindungi serta mewujudkan tumpah
darah Indonesia seutuhnya. Berkontribusi pada ketertiban dunia dan
perdamaian abadi.

Pembangunan untuk mencapai kesejahteraan rakyat mempunyai arti yang
sangat luas. Pembangunan dapat didefinisikan dari berbagai aspek dan
perspektif dalam kaitannya dengan masalah sosial, ekonomi, budaya, politik
dan lain-lain yang mempengaruhi hak dan kebebasan orang dalam suatu negara
atau pemerintahan.*

Dalam pembangunan negara, tidak hanya kesejahteraan kelompok dan
kelompok serta kualitas hidup masyarakat dalam bentuk peningkatan taraf
hidup, tetapi juga semua orang di Indonesia harus merasa setara dan langsung
dengan masyarakat. Di Indonesia, di mana krisis multifaset masih berlanjut,
fokus masih pada sektor ekonomi, dengan berbagai bentuk infrastruktur untuk
mendukung pembangunan di berbagai bidang seperti pembangunan jalan,
jembatan, irigasi, pembangunan gedung dan perumahan. Dan dukungan Untuk
pembangunan nasional di segala bidang, sarana dan harga serta
infrastrukturnya sangat diperlukan.

Dalam pembangunan, ada beberapa hal yang mempengaruhi laju, seperti
pertumbuhan penduduk. Karena pertumbuhan penduduk Indonesia yang pesat,

Indonesia menjadi negara dengan pertumbuhan pembangunan yang cukup

1 Nanik Trihastuti, Hukum Kontrok Karys, Setara Press, Malang, 2013, Him. 1.



pesat. Kebutuhan lahan di Indonesia semakin meningkat dari waktu ke waktu.
Akibat pertumbuhan penduduk, masyarakat berinovasi untuk memenuhi
kebutuhan bangunan nasional yang dapat digunakan untuk perumahan dan
bisnis guna meningkatkan kesejahteraan.

Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan bekerja sama
sehingga keduanya mendapat manfaat dari pembangunan. Banyak masyarakat
yang memiliki modal tetapi tidak memiliki tanah, tetapi ingin membangun dan
berinvestasi dalam bentuk arsitektur. Oleh karena itu, salah satu
kemungkinannya adalah orang-orang yang bermodal memiliki suatu bentuk
perjanjian untuk mendirikan suatu bangunan di atas tanah orang lain, dengan
suatu bentuk perjanjian yang sudah pasti akan saling menguntungkan.

Pada dasarnya perjanjian didasarkan pada perbedaan atau ketidaksamaan
kepentingan antara para pihak. Desain kontrak selalu diawali dengan proses
negosiasi antara para pihak. Melalui negosiasi, para pihak berusaha
menciptakan suatu bentuk kesepakatan untuk menyatukan apa yang diinginkan
(keuntungan) melalui proses negosiasi. Pendekatan umum untuk perjanjian
kerjasama, pada kenyataannya, didasarkan pada perbedaan kepentingan bahwa
perjanjian kontrak berusaha untuk mengganti kerugian. Dalam kontrak bisnis,
masalah keamanan dan ketidakberpihakan sebenarnya diselesaikan ketika
perbedaan antara para pihak diselesaikan melalui mekanisme hubungan
kontrak yang berfungsi secara profesional.>

Kontrak kerja sama merupakan implementasi dari prinsip kebebasan
berkontrak, dan para pihak bebas menentukan keinginannya, yang dituangkan
dalam syarat-syarat kontrak. Dalam pernyataannya, prinsip ini dapat
menciptakan ketidakadilan, karena mencapai tujuan mencapai kemakmuran
dengan cara terbaik hanya jika para pihak menyeimbangkan kekuatan tawar
mereka. Dalam praktiknya, hal ini sering terjadi sehingga negara menganggap
perlu melakukan intervensi untuk melindungi partai politik yang lemah,

sebagaimana dijelaskan dalam proses peradilan peraturan perundang-undangan

2 Agus Yudha Hermoko, Hukum Perjonjian, Asss Proporsionalitss Dolom Kontrak
Komersial, Cet.3, Kencang, Jokats, 2013 HIm.3



dan putusannya.® Isi perjanjian dapat memuat maksud, hak dan kewajiban para
pihak dan pihak lain.

Hukum kontrak Indonesia menetapkan bahwa seseorang bebas untuk
membuat kontrak dengan pihak manapun. Selain itu, hukum yang berlaku
hanya mengatur orang-orang tertentu saja yang tidak dapat mengadakan suatu
perjanjian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1330 KUHPerdata. Namun,
melihat lebih jauh pada Pasal 133, ditetapkan bahwa seseorang yang telah
mengadakan kontrak dengan pihak yang dianggap tidak memiliki yurisdiksi
berdasarkan Pasal 1330 akan berlaku kecuali pihak tersebut meminta
cadangan. Orang yang tidak memiliki kewenangan.

Berdasarkan prinsip-prinsip Pacta Sunt Servanda, semua kontrak adalah
hukum yang mengikat para pihak yang membuat kontrak. Pasal 1338
KUHPerdata juga mengatur bahwa semua perjanjian yang ditandatangani
secara sah berlaku bagi mereka yang membuatnya menurut undang-undang.
Hal ini dapat diartikan bahwa membuat perjanjian sama dengan membuat
undang-undang bagi mereka yang membuat perjanjian dengan diri kita
sendiri.

Rencana pelaksanaan perjanjian kerjasama yang tertuang dalam perjanjian
kerjasama tidak selalu tercapai sesuai dengan yang direncanakan. Banyak hal
yang dipengaruhi oleh kehendak manusia, dan di luar kehendak manusia
mempengaruhi cara pelaksanaan perjanjian kerjasama, dan akibatnya, rencana
bisa mandek atau bahkan terbengkalai sama sekali. Pada akhirnya, teori dan
praktik hukum berkembang atas dasar tidak dilaksanakannya perjanjian
kerjasama dengan berbagai bentuk dan konsekuensi.

Salah satu kasus menarik yang diusut adalah perjanjian kerjasama di
Kecamatan Lombok Timur tepatnya di Kecamatan Kerruak Desa Selebung
ketangga di Lombok Timur. Perjanjian ini pada dasarnya adalah semacam
perjanjian lisan antara para pihak, berdasarkan kesepakatan bersama bahwa

total delapan ruko akan dibangun di atas 35 hektar, di mana pemilik modal akan

3 Suharnoko, Hukum Perjanjion Teori Dan Anélisa Kasus, Prenada Media, Jokarta, 2004,
HIm.2



tunduk pada klausul bagi hasil. Anda bisa mendapatkan keuntungan dari

menyewa lima ruko dibangun, dan pemilik real estate bisa mendapatkan

keuntungan dari menyewa tiga ruko dibangun. Para pihak menyimpulkan
kontrak dengan sertifikat nyata ketika bangunan toko benar-benar selesai,
tetapi 60% dari konstruksi bermasalah, di mana pihak ketiga membawa
peralatan toko. Dia mengklaim memiliki hak atas real estat juga. Oleh karena
itu, dalam hal ini, ada masalah hukum bahwa pihak pertama tidak jujur ketika
membuat kontrak dengan pemilik modal, yaitu pihak kedua.

Mempertimbangkan masalah ini, perjanjian lisan berada pada posisi yang
lemah ketika pertama kali digunakan dalam perjanjian kerja sama ketika kerja
sama membutuhkan modal relatif, dan perlindungan pihak kedua yang
memiliki modal sangat diperkuat.Saya mengerti ini. Saya merasa berisiko,
terutama jika pihak pertama tidak etis saat menandatangani kontrak.

Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, penelitian ini merumuskan
beberapa masalah. Rincian masalah-masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah ketentuan pelaksanaan perjanjian kerjasama pembangunan
Ruko antara pemodal dengan pemilik lahan di Lombok Timur?

2. Bagaimana upaya penyelesaian sengketa antara kedua belah pihak dalam
perjanjian kerjasama pembangun ruko apabila terjadi wanprestasi antara
pemodal dengan pemilik lahan di Lombok Timur?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

1 Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian kerjasama
pembangunan ruko antara pemodal dan pemilik lahan
b. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak

dalam perjanjian kerjasama pembangunan ruko



2 Manfaat Penelitian
a. Manfaat Akademis
Secara Akademis, dapat memperoleh bahan-bahan hukum sebagai
penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat untuk
menyelesaikan studi di tingkat Stara satu (S1) pada Hukumm
Universitas Muhammadyiah Mataram
b. Manfaat Teoritis
Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan
kontribusi atau sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu
hukum pada umumnya khususnya hukum perdata.
c. Manfaat Praktis
Yakni dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan
bagi masyarakat, pemerintah, legislatif, praktisi hukum dan aparat
penegak hukum dalam memecahkan masalah-masalah hukum yang
berkaitan dengan Perjanjian yang dibuat secara lisan
D. Originalitas Penelitian
1. Nama Penulis: Muhammad Sidrata
Judul: Risalah Lelang sebagai Akta Otentik Dalam kaitan nya Dengan
Kewenangan Notaris
Rumusan masalah:
a. Apakah Risalah lelang harus dibuatkan berupa autentik
b. Bagaimanakah tata cara pelaksanaan lelan pada PT. Balai Lelang

Tri Agung Lumintu Semarang
Hasil Penelitian:

a. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku diatur Peraturan Mentri
Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang petunjuk pelaksanaan
lelang yang dilakukan dalam 3 fase yaitu : fase persiapan lelang,
fase pelaksanaan lelang, fase setelah lelang

b. Dalam Pasal 35 Vendu Reglament jelas bahwa risalah lelang harus

dibuat engan data autentik, untuk itu peranan Notaris sebagai



pejabat pembuat akta sangat diperlukan Notaris mempunyai

kewenangan untuk membuat risalah lelang.

2. Nama Penulis: Julianita Perangin angina

Judul: Pelaksanaan perjanjian pendanaan dalam perjanjian bangun bagi

Rumusan Masalah:

a.

Bagaimana akibat hukumm apabila terjadi wanprestasi dari dalah
satu pihak.
Bagaimana pelaksanaan perjanjian bangunan bagi para

pembangunan komplek.

Hasil Penelitian:

a.

Bahwa pihak yang dirugikan menurut prestasi dari pihakn yang
melakukan wanprestasi tersebut, namun sebelum diajukan gugatan
wanprestasi ke pengadilan oleh para develover dengan pemilik
tanah tersebut, melalui advis hukum notariss tercapai kesepakatan
antara developer dnegan pemilik tanah dengan cara melakukan
penambahan dana dari orang pemilik tersebut sehingga pada
akhirnya developer dapat melaksanakan pembangunan perumahan
di jalan setia budi tersebut

Pelaksanaan perjanjian bangun bagi bagi awalnya dengan 4 orang
developer. Pada saat itu masing-masing A sebanyak 30%, B
sebanyak 40%, CC sebanyak 20%, dan D sebanyak 10% dari jumlah
keseluruhan modal dibbutuhkan dalam pelaksanaan pembangunan
tanah seluas 10,729 M?, namun pada perjalanan waktu developer Z
yang mengangganti seluruh modal dari developer C sehingga
dibuatlah perjanjian pendanaan yang baru oleh notaris dengan
mengeluarkan nama C dan masukkan nama Z dalam perjanjian

pendanaan tersebut.

3. Nama Penulis: Feni Wulandari

Judul: Kepastian Hukum Akta Perjanjian Jual Beli Yang Digunkan Di Bank



Rumusan Masalah:

a. Bagaimana kepastian hukum atas akta perjanjian jual beli objeknya
digunakan bank

b. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pembeli yang melakukan
perjanjian jual beli yang objeknya digunakan bank.

Hasil Penelitian:

a. Tidak memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada para
pihak mengenai perjanjian yang dibuatnya. Kedudukan akta jual
beli ini batal demi hukum

b. Perlindungannya dapat dilakuakan pihak pembeli terlebih dahulu
memeriksa keberadaan bukti kepemilikan ha katas tanah atau
bangunan yang menjadi obejk perjanjian perlindungan bagi pembeli

yaitu perlindungan represif dan prefenif



BAB I1
TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian
1. Pengertian Perjanjian

Jilid 3 KUHPerdata mengatur verbintenissenreht, yang didalamnya
terdapat istilan overeenkomst. Dikenal dengan tiga terjemahan
verbentenis: komitmen, kewajiban, dan kesepakatan, overeenkomst
memiliki dua terjemahan: kesepakatan dan kesepakatan.*

Pengertian perjanjian itu sendiri diatur dalam Pasal 1313, Bab II,

Buku 111, KUHPerdata, yang menentukan bahwa:®
“Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau
lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”

Untuk memahami pengertian perjanjian, dikemukakan beberapa
pendapat para ahli, antara lain:

a. Salim H.S., menyebutkan bahwa: “Perjanjian adalah hubungan
hukum antara subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan,
dimana subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan
prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya”®

b. R. Subekti, menyebutkan bahwa: ‘“Perjanjian adalah suatu peristiwa
dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua
orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal dua”.’

4 Hondri Reharjo, Hukum Perjonjion Di Indonesis, Pustoke Yusitie, Yogyakarte, 2009, Him.
41

% Soesilo Dan R. Pramudji, Kitsh Undang-Undang Hukum Perdata, Cet, 1. Rhedbook
Publisher, Jokarte, 2008, HIm. 235.

6 Salim H.S. (1), Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika
Jakarta, 2009, Him. 27.

7 Suterno, Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank, Alfabets, Bandung, 2009, Him. 74.



c. Abdul kadir Muhammad, menyebutkan bahwa: “Perjanjian adalah

suatu persetujuan dimana dua orang atau lebih saling mengingatkan
diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan” ®

Berdasarkan beberapa definisi di atas, kita dapat menyimpulkan

bahwa kontrak membutuhkan setidaknya dua pihak dan kedua belah pihak

harus setuju untuk memiliki konsekuensi hukum tertentu.

2. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian

Pasal 1320 KUHPerdata menentukan 4 syarat sahnya perjanjian,

seperti berikut ini:®

a.

Adanya kesepakatan (teosteming/izin) kedua belah pihak.

Perjanjian yang mereka ingat adalah bahwa para pihak telah
menyetujui atau memiliki kesepakatan bersama atas kehendak para
pihak lain tanpa dipaksakan melalui kerancuan atau penipuan yang
terkait dengan perjanjian tersebut. Pernyataan kehendak antara satu
pihak atau lebih.

Kecakapan bertindak.

Cakap (bekwaam) merupakan syarat umum bagi perbuatan hukum.
Artinya, Anda harus waras sebagai orang dewasa dan tidak dilarang
oleh hukum untuk melakukan tindakan tertentu. Kemampuan
bertindak adalah kesanggupan atau kesanggupan untuk melakukan
perbuatan hukum.

Adanya objek perjanjian (onderwerp der overeenskomst).

Dalam berbagai literatur dikatakan bahwa subjek suatu kontrak adalah
pelayanan (prinsip kontrak). Kinerja adalah kewajiban debitur dan
hak kreditur. Menurut Wirdjini, barang yang belum tercakup dalam
akad bisa jadi prodjodikoro dalam arti relatif. Tidak ada pemahaman
yang mutlak. Akad jual beli beras yang sedang mekar tanpa pengertian

relatif, seperti akad jual beli yang diperjualbelikan berupa beras pada

8 Titik Triwulon Tutik, Pengentor Hukum Perdats Di Indonesia, Prestasi Pustake, Jokorts,

2006, HIm.243

9 Solim H.S. (1), Pengantar Hukum Pedeato Tertulis (BW), Sinar Grafiks, Jokerts, 2011

Him. 162-166
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saat akad, tetap menjadi milik penjual.*® Dan, Pasal 1332 KUH
Perdata mengatur bahwa barang-barang yang terikat kontrak hanyalah
barang-barang yang dapat diperdagangkan. Secara tradisional, barang
yang tidak dapat diperdagangkan dianggap sebagai barang yang tidak
dapat diperdagangkan untuk kepentingan publik, sehingga biasanya
tidak menjadi subjek perjanjian.

d. Adanya kausa yang halal (geoorloofde oorzaak).
Pasal 1320 KUHPerdata tidak menjelaskan pengertian orzaak
(kekuatan halal). Sehubungan dengan syarat ini, Pasal 1335
KUHPerdata mengatur bahwa perjanjian yang dibuat tanpa alasan
atau karena alasan yang dilarang adalah tidak sah. Pasal KUHPerdata
hanya mencantumkan penyebab yang dilarang. Dilarang jika
melanggar hukum, martabat, atau ketertiban umum dan moral. Hoge
Raad telah mendefinisikan Orzaak sebagai tujuan pesta sejak tahun
1927.
Dari keempat syarat hukum tersebut baik yang berkaitan dengan
pokok akad maupun pokok akad. Syarat pertama dan kedua
berhubungan dengan subyek atau syarat subyektif kontrak. Klausa
ketiga dan keempat berkaitan dengan pokok bahasan dan syarat-syarat
objektif kontrak. Perbedaan antara kedua persyaratan tersebut juga
terkait dengan masalah ketidakabsahan kontrak (nieteg atau null dan
ab unitio).
Syarat pertama keabsahan kontrak adalah bahwa kontrak berarti para
pihak setuju atau harus menyetujui isi kontrak. Perjanjian ini dibuat
tanpa unsur paksaan atau penipuan. Jika Anda mengetahui bahwa
kontrak mengandung unsur-unsur di atas, kontrak tetap berlaku

selama belum diakhiri atau telah diputuskan oleh pengadilan.**

10 Warjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Perjanjion, Cet.7, Sumur Bandung, Bandung,
2004, Him 29

1 Emma Nurlaels Seri, Telosh Terhadap Pematuhan Syarat Subjektif dan Objektif Sehnys
Suatu Perjonjian, Vol.1 No.1 (2019), Jurnal Poros Hukum Padjadjare, Dickses Di
https;//Jurnal.Fh.Unfad.Ac.ld/Indek.Php/Jphp/Article/View/236.
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Syarat hukum kedua untuk mengadakan suatu kontrak adalah
kemampuan/kemauan para pihak. Sebagai aturan, setiap orang dewasa
atau rasional dapat bertindak di bawah hukum.
Persyaratan kontraktual hukum ketiga berkaitan dengan persyaratan
khusus yang menjadi subjek perjanjian. Menurut Pasal 1333
KUHPerdata, perjanjian itu sekurang-kurangnya harus berupa
perjanjian pokok, yaitu perjanjian pokok yang jenisnya tertentu.
Besaran modal yang tidak menentu tidak menjadi kendala selama
besaran modal dapat ditentukan.?
Dalam hal demikian, syarat sahnya akad keempat adalah dasar yang
sah, artinya dasar legitimasi itu ada pada isi akad. Perjanjian yang
dibuat tanpa alasan atau karena alasan yang salah tidak memiliki
akibat hukum. Pasal 1337 KUHPerdata menyatakan bahwa perjanjian
itu tidak boleh melanggar hukum kesusilaan dan ketertiban umum dan
kesusilaan.
3. Asas-Asas Dalam Perjanjian

Hukum kontrak, antara lain, memiliki beberapa prinsip umum (prinsip

donor) yang harus dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat:*

a. Asas Konsensualitas
Dengan kata lain, ketika tercapai kesepakatan antara para pihak, pada
dasarnya kesepakatan itu sudah ada. Kesepakatan Pasal 1320
KUHPerdata adalah bahwa para pihak yakin dan bersedia untuk saling

menerima pemenuhan kontrak.

b. Asas Pacta Sunt Servanda
Artinya, para pihak harus menepati janji bahwa “perjanjian itu sah
demi hukum dan harus dipenuhi bagi yang melakukannya”

sebagaimana tercantum dalam Pasal 1338 KUHPerdata.

12 Retna Gumenti, Syarat Syshnys Perjonjion (Ditinjou Dari Kuhperdats). Vol.5 No.1
(2019), Jurnal Pelangi limu, Diskses Di https://jurnal.uns.ac,id/indek,php

13 Johanes Ibrahim, Pengimpasan Pinjaman (Kompensasi) Dan Asas Kebebasan Berkontrak
Dalom Perjonjian Kredit Bonk, Penerbit CV. Utomo, Jokerts, 2003, HIm. 37.
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c. Asas Kebebasan Berkontrak
Kebebasan berkontrak berarti adanya kebebasan seluas-luasnya yang
memungkinkan hukum untuk mencapai kesepakatan dengan
masyarakat umum, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum
itikad baik dan ketertiban umum serta kesusilaan. (Pasal 1338 Jo 1337
KUHPerdata).

d. Asas Itikad Baik dan Kepatutan.
Prinsip ini menekankan bahwa para pihak yang membuat perjanjian
harus berdasarkan integritas untuk mencapai tujuan bersama.
Pelaksanaan kesepakatan harus terkait dengan apa yang pantas dan
harus diikuti dalam masyarakat. (Pasal 1338 ayat (3)).

Dari keempat asas perjanjian tersebut, asas perjanjian disebutkan
sebagai dasar perjanjian antara para pihak. Kesepakatan atau
Kemungkinan Siapapun bebas untuk membuat kesepakatan atau
kesepakatan asal yang konsisten dengan hukum integritas dan
integritas. Perjanjian yang dibuat harus dilaksanakan dengan
memperhatikan standar martabat dan kelayakan para pihak. Asas
pacta sunt servanda pada dasarnya mengatur bahwa kontrak mengikat
para pihak yang membuat kontrak dengan kewajiban yang tercantum
dalam kontrak.
Berakhirnya Perjanjian
Pemutusan kontrak tidak diatur secara tegas, tetapi hanya dalam
KUHPerdata yang menyebutkan pemutusan kontrak dalam Pasal 1381
KUH Perdata. Pasal 1381 KUHPerdata mengacu pada pembatalan
perjanjian. Namun, kebijakan pembatalan juga merupakan kebijakan
pembatalan karena kontrak biasanya diselesaikan terlebih dahulu.
Berdasarkan ketentuan Pasal 1381 KUHPerdata hapusnya perjanjian

karena sebagai berikut:'4

42-43

14 Abdul R.Salim, Esensi Hukum Bisnis Indonesis, Prenade Media, Jokorts, 2011, Halm.
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Pembayaran

Penawaran pembayaran tunai, diikuti oleh penyimpanan atau
penitian;

Karena pembaharuan utang

Karena perjumpaan atau kompensasi

Karena percampuuran hutang

Karena pembahasan hutang

Kaarena musnahnya barang yang terutang

Karena pembatalan atau kebatalan

Karena berlakunya suatu syarat batal

Karena lewat waktu

Adapun penjabaran dari Pasal tersebut tentang berakhirnya perjanjian

disebabkan oleh:

1.

Pembayaran

Di bawah hukum aliansi, pembayaran dipahami sebagai
penyediaan layanan sukarela. Menyelesaikan pencapaian ini akan
menghapus aliansi. Jika tujuan persekutuan/perjanjian tercapai
melalui pembayaran ini, maka pembayaran tersebut adalah

pelaksana persekutuan yang tepat.

. Penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan

Jika kreditur menolak untuk membayar debitur, debitur dapat
melakukan pembayaran tunai diikuti dengan penawaran escrow.
Cara ini diatur dalam pasal 1404-21402 KUHPerdata dan dapat
dijelaskan sebagai berikut: “Barang atau dana yang dibayarkan
akan diberikan secara resmi oleh notaris atau pejabat pengadilan
dengan dua orang saksi. Notaris atau akta notaris akan membuat
rincian barang atau uang yang harus dibayar, pergi ke tempat
pembayaran yang disepakati, dan pergi ke kreditur individu atau
tempat tinggalnya kecuali jika diperjanjikan lain. Notaris atau
petugas penegak hukum kemudian mengumumkan bahwa ia akan

memenuhi permintaan debitur untuk membayar utang debitur,
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yang dibayar dengan menyerahkan barang atau dana yang
ditentukan. "
. Pembaharuan hutang

Pembaharuan  hutang adalah  kesepakatan  yang
memutuskan aliansi lama, tetapi pada saat yang sama
menciptakan aliansi baru yang menggantikan aliansi lama.
Perjumpaan hutang atau konpensasi

Penyelesaian hutang atau kompensasi adalah metode
memutuskan aliansi yang diciptakan oleh situasi di mana dua
orang saling berhutang dan digunakan untuk menghapus hutang
di antara keduanya. Karena alasan-alasan hukum, utang-utang itu
diselesaikan  tanpa  sepengetahuan  pihak-pihak  yang
bersangkutan, dan jika pelunasan itu dilakukan dengan jumlah
yang sama, kedua utang itu akan saling hapus, demikian Pasal
1424 KUH Perdata.
Percampuran hutang

Pencampuran utang terjadi karena posisi kreditur dan debitur
melebur menjadi satu. Misalnya, seorang kreditur meninggal
dunia sedangkan debitur adalah satu-satunya ahli waris. Atau,
debitur menikahi  kreditur dalam komunitas properti.
Penonaktifan karena utang campur otomatis dilakukan karena
alasan hukum (Pasal 1436 KUHP).
Pembebasan hutang

Pengampunan utang adalah perbuatan hukum di mana
kreditur melepaskan haknya untuk menagih tagihan terhadap
debitur. Undang-undang tidak mengatur bagaimana pelunasan
utang melalui tindakan sepihak atau timbal balik
Musnahnya barang yang terhutang

Jika suatu produk tertentu yang tercakup dalam suatu kontrak
musnah, tidak dapat lagi diperjualbelikan, atau hilang, dan sama

sekali tidak diketahui apakah produk tersebut masih terikat
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kontrak, maka produk tersebut akan musnah atau hilang, selama
dibatalkan. Barang itu bukan kesalahan debitur, tetapi sebelum ia
gagal menyerahkannya. Juga, misalnya, jika debitur terlambat
menyerahkan barang, maka kewajiban itu akan berakhir dan
barang itu akan menderita juga, bahkan jika debitur
membuktikan bahwa pemusnahan barang itu disebabkan oleh
suatu peristiwa yang tidak dapat dihindari. Nasib, meski sudah
berada di tangan kreditur. (Pasal 1444 KUHPerdata)
Pembatalan perjanjian

Jika kontrak tidak sah, maka tidak ada kewajiban hukum yang
muncul. Oleh karena itu, keterlibatan hukum belum ditinggalkan.
Tidak ada kontrak yang tidak memenuhi syarat subjektif, yaitu
tidak ada kontrak atau tidak ada cara yang memungkinkan untuk
diputus (Pasal 1446 KUH Perdata, j.o Pasal 1320 KUH Perdata).
Permohonan pembatalan dilakukan oleh orang tua/wali dari pihak
yang tidak berwenang, atau oleh pihak yang menyatakan
persetujuan berdasarkan penegakan, pengawasan, atau penipuan.
Berlakunya suatu syarat batal

Aliansi bersyarat adalah aliansi yang bergantung pada
peristiwa yang belum terjadi atau berakhir (void) dan peristiwa
yang belum. Aliansi yang pendiriannya dihentikan karena suatu
peristiwa terjadi disebut aliansi kewajiban-bersyarat. Untuk
aliansi yang ada yang penghentiannya telah ditangguhkan oleh
peristiwa ini, aliansi disebut sebagai aliansi dengan kondisi tidak

valid.

Lewat waktu

Kedaluwarsa (kadaluarsa) jangka waktu menurut Pasal 1946
KUHPerdata adalah sarana untuk memperoleh sesuatu atau
melepaskan dari kewajiban setelah lewat jangka waktu tertentu

menurut syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.
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B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kerja sama

1.

2.

Pengertian Perjanjian Kerja Sama

Pengertian perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata dimana
dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa:*®

“Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau

lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Akan tetapi, pengertian umum dari suatu perjanjian adalah suatu
peristiwa dimana satu pihak berjanji kepada pihak lain, atau dua pihak
berjanji untuk saling melakukan sesuatu atau tidak. Dengan kata lain,
perjanjian adalah suatu peristiwa konkrit yang dapat diamati. Bentuk
kontrak adalah sekumpulan kata-kata yang memuat kontrak yang memuat
kontrak/kontrak yang dibuat oleh para pihak secara lisan atau tertulis.
Peristiwa ini menciptakan hubungan antar pihak yang disebut aliansi.

Perjanjian kerjasama terdiri dari istilah perjanjian dan kerjasama.
Menurut Van Dunne, perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua
pihak atau lebih yang mengandalkan perjanjian untuk menimbulkan akibat
hukum. Tidak ada perjanjian kerjasama yang diatur lebih rinci oleh
KUHPerdata. Namun menurut Pasal 1319 KUH Perdata, perjanjian
kerjasama merupakan bagian dari perjanjian yang dicalonkan.

Klarifikasi Jenis Perjanjian Kerja Sama
Perjanjian dapat dibedakan beberapa cara yaitu:
1) Perjanjian menurut yakni ;°
a. Perjanjian yang bersumber dari hukum keluarga. Misalnya,
perkawinan
b. Perjanjian yang bersumber dari hukum kebendaan, adalah
perjanjian yang berhubungan dengan peralihan hukum benda.
c. Perjanjian obligatoir, adalah perjanjian yang menimbulkan

kewajiban.

15 Ibid, Pasal 1313.
16 Solim HS, Op.Cit,HIm.29.
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d. Perjanjian yang bersumber dari hukum acara.

e. Perjanjian yang bersumber dari hukum publik.

2) Perjanjian menurut hak dan kewajiban para pihak, dibedakan
menjadi;*

a. Perjanjian timbal balik, adalah perjanjian pokok yang
menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak.
Perjanjian ini ada 2 macam, yaitu timbal balik yang sempurna.
Contoh : perjanjian jual-beli

b. Pasal 1457 KUHPerdata, jual beli adalah suatu perjanjian dengan
mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan
suatu kebendaan dan pihak lainnya membayar harga yang telah
diperjanjikan.

c. Perjanjian sepihak, adalah perjanjian yang menimbulkan
kewajiban pada satu pihak saja, seangkan pada pihak lain hanya
ada hak. Misalnya, hibah (Pasal 1666 KUHPerdata) dan
perjanjian pemberian kuasa (Pasal 1792 KUHPerdata).

d. Perjanjian menurut keuntungan adalah satu pihak dan adanya
prestasi pada pihak yang lain, dibedakan menjadi :

1) Perjanjian Cuma-Cuma, adalah perjanjian yang hanya
memberikan keuntungan pada salah satu pihak contoh :
perjanjian hibah

2) Perjanjian atas beban adalah perjanjian dimana terhadap
prestasi dari pihak yang satu selalu terhadap kontra prestasi
dari pihak lain dan santara kedua prestasi itu adalah
hubungannya menurut hukum.Contoh: perjanjian jual beli,
sewa menyewa, dan lain-lain

3) Perjanjian menurut namanya, dibedakan menjadi perjanjian

khusus / bernama / nominaat / dan perjanjian umum / tidak

7 Dreojo S. Mailala, Perkembangan Hukum Perdate Tentang Benda Dan Hukum Perikaton,
Nuansa Aulis, Bandung, 2007, HIm.87.
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bernama / innominate / perjanjian jenis baru (Pasal 1319
KUHPerdata)
4) Perjanjian khusus / bernama / nominaat / adalan perjanjian
yang memiliki nama dan diatur dalam KHUPerdata
C. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi
1. Pengertian Wanprestasi
Wanprestasi berarti gagal memenuhi sesuatu yang disepakati dalam
perintah. Kelalaian kewajiban debitur disebabkan oleh dua kemungkinan:
kelalaian debitur karena tidak sengaja memenuhi kewajiban atau karena
kelalaian, dan karena kekuatan yang tidak dapat dihindari (keadaan yang
berlebihan atau kekuatan yang tidak dapat dihindari) Pengutang.®
Wanprestasi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan somasi.
Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban
sebagaimana ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan
debitur. Wanprestasi baru akan terjadi apabila salah satu pihak melakukan
pelanggaran atas perjanjian yang sudah disepakati.

Masalah kebangkrutan sering muncul dengan kontrak standar. Dalam
hal ini, penundaan tidak berpengaruh. Akan tetapi, sebagian ahli hukum
mengatakan bahwa jika terjadi wanprestasi, akad tersebut tidak batal,
tetapi debitur yang wanprestasi memberinya kesempatan untuk
menegakkan izin akad.*

Tidak terpenuhinya kewajiban oleh debitur disebabkan oleh duan
kemungkinan alasan yaitu;
a) Karena kesalahan debitur, baik dengan sengaja tidak dipenuhinya
kewajiban maupun karena kelalaian.
b) Karena keadaan memaksa (overmach), ForceMajeure, jadi diluar

kemampuan debitur. Debitur tidak bersalah.

18 Abdulkadir Muhammed, Hukum Perdata Indonesia, PT.Aditys Citra Bakti, Bandung,
2010, HIm.203.
19 Suharnoko, Hukum Perjanjian. Cet. 7, Prenomedis Group, Jokarts.2012, HIm.17
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Wanprestasi diatur di dalam Pasal 1238 KUHPerdata yang
menyatakan bahwa.

“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau

dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi

perikatannya sendiri, ialah jika menetapkan, bahwa si berutang

harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

Untuk mengetahui sejak debitur wanprestasi perlu diperhatikan
apakah kata tersebut menunjukkan tenggang waktu pelaksanaan. Jika batas
waktu layanan "tidak ditentukan”, Anda perlu mengirim pengingat kepada
debitur untuk menjalankan layanan. Namun, jika jangka waktunya
ditentukan, debitur akan dianggap lalai pada saat berakhirnya jangka
waktu yang ditentukan dalam pesanan.

Debitur harus memberikan peringatan tertulis kepada debitur bahwa
ia wajib melaksanakannya dalam jangka waktu yang ditentukan. Jika
debitur tidak memenuhi batas waktu tersebut, debitur akan dinyatakan
lalai atau wanprestasi

Peringatan tertulis dapat bersifat formal dan informal. Peringatan
tertulis resmi disebut panggilan pengadilan. Pemanggilan dilakukan oleh
pengadilan negeri yang bertanggung jawab. Pengadilan negeri kemudian
mengirimkan peringatan kepada debitur melalui petugas penegak hukum
beserta berita acara penyerahannya. Misalnya, peringatan tertulis tidak
resmi yang disampaikan kepada debitur melalui telegram terdaftar atau
oleh kreditur sendiri setelah konfirmasi penerimaan. Peringatan ini disebut
"ingebrekestelling"”.?*

2. Bentuk Wanprestasi

Untuk menentukan apakah seorang debitur wanprestasi, perlu

ditentukan keadaan-keadaan di mana debitur itu tidak berbuat sengaja atau

tidak sengaja. Standarnya adalah:??

20 R Subekti Don R.Tijtrosudibio, Op.Cit, HIm. 48

21 1bid, HIm.203-204

22 Ahmadi Miru, Hukum Kontrek & Perancengen Kontrak, PT Rajo Grafindo Persada,
Jokerta, 2014, HIm.74
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a) Sama sekali tidak memenuhi prestasi
b) Prestasi yang dilakukan tidak sempurna
c) Terlambat memenuhi prestasi
d) Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.
D. Tinjauan Umum Tentang Rumah Toko (Ruko)
1. Pengertian Rumah Toko (Ruko)

Untuk memperjelas pengertian ruko, terlebih dahulu dibagi menjadi
bangunan tempat tinggal dan bangunan komersial (Ruko). Menurut orang
awam, rumah ini merupakan tempat yang sangat penting bagi manusia
karena dapat melindungi manusia dari hujan lebat dan berkumpulnya
keluarga tuan rumah. Saat ini, rumah dibagi menurut fungsinya. Misalnya,
rumah tempat tinggal Anda, tempat tinggal Anda, tempat tinggal Anda,
dan tempat tinggal Anda sebagai tempat usaha.

Hunian biasanya merupakan rumah, tempat berteduh, atau bangunan
lain yang digunakan sebagai tempat tinggal orang. Istilah ini dapat
digunakan untuk berbagai bentuk hunian, mulai dari tenda nomaden
hingga perumahan bertingkat. Dalam situasi tertentu, hunian memiliki arti
yang sama dengan rumah, tempat tinggal, akomodasi, akomodasi, atau
yang lainnya.?

Pengertian rumah usaha menurut dari Handa S. Abidin ialah :?*

“Rumah usaha atau lebih sering disebut tempat usaha adalah
tempat yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan perdagangan,
industri, produksi, usaha jasa, penyimpanan-penyimpanan
dokumen yang berkenan dengan perusahaan, juga kegiatan-
kegiatan penyimpanan atau pameran barang-barang, termasuk
rumah tempat tinggal yang sebagian digunakan untuk kegiatan-

kegiatan tersebut”.

23 Arifin Wijaya, Tempet Tinggel, Http://1d.Wikipedia.Org/Wiki/Tempat_Tinggal
2%Hands S. Abidin, Pengertian Tempat Ussha,
Http://Penelitihukum.Org/Tag/Pengertiantempatusaha/,



http://id.wikipedia.org/wiki/Tempat_tinggal
http://penelitihukum.org/tag/pengertiantempatusaha
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Di sisi lain, rumah yang digunakan sebagai bangunan komersial
memiliki arti yang berbeda dengan rumah atau tempat usaha. Ruko adalah
jenis bangunan yang terdiri dari kata rumah dan ruko. Rumah yang berarti
tempat tinggal dan bangunan usaha yang merupakan tempat kegiatan
usaha dapat dikatakan sebagai bangunan yang memadukan fungsi
kehidupan dan pekerjaan. Dengan titik awal yang sederhana ini, bangunan
komersial dapat berkembang dengan sangat cepat. Selain praktis dan
murah, fungsi bangunan komersial dapat menampung kegiatan dalam
skala ekonomi kecil.

Perkembangan Trend House sebagai tempat usaha yang
mengharapkan efisiensi dan mobilitas tinggi masyarakat modern
menunjukkan perkembangan yang semakin langka dalam beberapa tahun
terakhir. Hal ini terlihat dari bisnis ruko yang semakin menjamur di seluruh
kota di Indonesia, termasuk Mataram. Kami juga dibanjiri permintaan dari
berbagai kalangan, mulai dari dokter, bidan, ahli akupunktur hingga guru,
untuk membangun rumah dan kantor. Pesanan desain ruko ini juga datang
dari para pengusaha yang ingin menjalankan bisnisnya dari rumah.

Bangunan komersial tentunya merupakan solusi yang cukup untuk
memenuhi kebutuhan perumahan Anda dan mengembangkan bisnis Anda
dari rumah. Dari fasilitas pelayanan hingga toko, Anda dapat
mengembangkan bisnis Anda melalui desain ruko dan meningkatkan
mobilitas dan efektivitas pengguna. Pada dasarnya, orang yang tinggal di
ruko di lantai dasar sering digunakan sebagai tempat bisnis atau kantor.
Hal ini sering digunakan sebagai tempat untuk bisnis di lantai berikutnya.
Hal ini dikarenakan masyarakat yang tinggal di kawasan perbelanjaan
dapat memisahkan jam kerja dan lokasi sehingga tidak terjadi kerancuan
antara pekerjaan dan tempat tinggal dalam satu rumabh.

Tipologi dari ruko biasanya dikenal:?

BArsitog, Tips Membuat Desainruko, Https://Medium.Com/@Arsitag/Tips-
Membuatdesain-Ruko-6f38710e1056,



https://medium.com/@arsitag/tips-membuatdesain-ruko-6f38710e1056
https://medium.com/@arsitag/tips-membuatdesain-ruko-6f38710e1056
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a) Relative sempit dengan masa bangunan yang memanjang ke
belakang.
b) Kedua sisinya masih saling berdekatan yang menyebabkan
kualitas dalam bangunan rendah
2. Spesipikasi Ruko Atau Rumah Toko

Seiring berjalannya waktu, fungsi dan bentuk ruko mengalami
perubahan terutama dalam hal efisiensi lantai. Karena tingginya bentuk
bangunan komersial didepan, alun-alunnya sempit. Hal ini mempengaruhi
kota, terutama dalam hal sirkulasi. Untuk itu, saat mendesain ruko, Anda
perlu mempertimbangkan kenyamanan ruko itu sendiri. Ruko dapat dibagi
menjadi beberapa jenis desain;?*

a) Pavilliun sebagai sanggar seni.

b) Rumah warisan sebagai tempat kost mahasiswa.

c) Carport atau garasi sebagai tempat warung internet.

d) Loteng rumah dengan plafon tinggi sebagai studio desain.

e) Garasi dijadikan distro, dan sebagainya.

Lokasi merupakan faktor terpenting dalam memilih lokasi yang
strategis untuk sebuah bangunan komersial, karena berfungsi sebagai
tempat usaha. Saat memilih lokasi, Anda harus terlebih dahulu
menganalisis lokasi. Dengan kata lain, ini semacam survei kecil untuk
menentukan apakah suatu tempat adalah tempat yang baik untuk bisnis.

Anda dapat menggunakan analisis untuk menentukan "nilai" dari
lokasi yang Anda pertimbangkan, sehingga Anda dapat melihat bahwa
perbandingan "nilai” dari beberapa lokasi yang ada adalah pilihan terbaik.
Peringkat ini mirip dengan hotel bintang satu. Satu bintang di lokasi yang
bagus, lima bintang di lokasi yang bagus dengan harga yang luar biasa.
Bintang-bintang yang menentukan kebaikan lokasi adalah::?

a) Kedekatan dengan pusat atau magnet aktivitas kota.

26Anne Ahira, Menciptekan Dessin Rumsh Toko Yong Efektif, Http://
Www.Anneahira.Com/Desain-Rumah-Toko-14848.Htm

27Andie Wicaksono, Mengelola Investasi Real Estate, Penebar Swadaya, Jakarte,
2005,HIm.6



http://www.anneahira.com/desain-rumah-toko-14848.htm
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b) Ketersediaan utilitas kota seperti air, listrik, telepon dan lain-lain.
c) Kemudahan pencapaian atau aksesibilitas.
d) Aktivasi penunjang yang ada di sekitar lokasi seperti layanan
perbankan, rumah sakit dan tempat rekreasi.
e) Lingkungan disekitar lokasi termasuk di dalamnya keamanan,
kebersihan dan estetika lingkungan dan lain-lain.
E. Tnjauan Yuridis Upaya Penyelesaian Masalah
1. Penyelesaian masalah secara letigasi
Untuk memperjelas, legitimasi penyelesaian sengketa di luar pengadilan
melalui perdamaian dan penghindaran sengketa dengan menyusun
kontrak yang baik.
2. Penyelesaian masalah secara non litigasi
Penyelesaian sengketa di luar pengadilan menyelesaikan suatu sengketa
dengan jalan penyelesaian (konstruktif). Menyelesaikan sengketa waris
secara sewenang-wenang dan mencegah sengketa sebagai bagian kecil
dari pekerjaan. Mengeluarkan perintah pengadilan (declarer).

Penunjukan wali, adopsi dan kartu identitas lainnya.?®

28 | Wayan Wirayan & | Ketut Artadi, Penyelession Sengketa Diluar Pengedilan, Udayana
Universitas Press, Denpasar-Bali, 2010, HIm. 3
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BAB Il1
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
hukum normatif empiris:

“Penelitian hukum normative dikonsepkan sebagai penelitian
terhadap kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia
yang dianggap pantas. Sumber penelitian hukum normative hanyalah data
sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder
dan bahan hukum tersier.?

“Metode penelitian empiris adalah suatu metode penelitian yang
dilakukan dengan meniliti data primer.”*° Sehingga penelitian hukum ini
mencoba memperhatikan, mengkaji, dan mengetahui pemberlakuan atau
penerapan aturan hukum dalam prakteknya di lapangan dan bagaimana
bentuk perlindungan hukumnya terkait permasalahan yang akan diteliti
yakni terkait dengan perjanjian kerjasama yang terjadi pada.

B. Pendekatan Penelitian
Dalam penelitian hukum, ada beberapa pendekatan yang peneliti gunakan
untuk memperoleh informasi dari berbagai aspek yang berkaitan dengan
pertanyaan yang mereka jawab. Saat melakukan investigasi, Anda memerlukan
pedoman untuk belajar menganalisis dan memahami masalah yang Anda
hadapi untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan masalah yang telah Anda
selidiki. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini:
1) Pendekatan perundang-undangan
Pendekatan hukum adalah pendekatan yang ditempuh dengan mengkaji
bagaimana bentuk, isi, dan penegakan peraturan perundang-undangan
berkaitan dengan masalah yang diteliti.

ZAmirudin & Zeainal Asikin, Pengentor Metode Penelition Hukum, PT Raja Grafindo
Persada, Jokarts,2006, HIm. 118

3050eryono Soekarno Dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normetif Suatu Tnjau Singket,
Rojo Grafindo Persada, Jokerts, 2010, HIm. 14
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2) Pendekatan Sosiologi (Sociological Approach)
Pendekatan sosiologis (sociological approach) adalah pendekatan yang
digunakan untuk menjelaskan bagaimana hukum bekerja dalam kehidupan
sehari-hari warga negara.
C. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitiaan berlokasi di Lombok Timur
D. Jenis dan Sumber Bahan Hukum /Data
1. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data

sekunder. Data primer adalah data yang diambil langsung dari sumber

pertama. Data sekunder meliputi dokumen resmi, buku, dan hasil penelitian
dalam format laporan.3!
2. Sumber Data

Sumber data adalah tempat diperolehnya data. Sumber data yang digunakan

terdiri dari:

a. Data Primer “Data primer merupakan data yang diperoleh langsung
dari masyarakat yang akan diteliti.”*> Dalam penelitian ini yang
digunakan yaitu data lapangan yang diperoleh dari hasil wawancara
para pihak yang mengikat diri dalam perjanjian tertulis pada kasus di
Lombok Timur Desa Keruak Kecamatan Selebung Ketangga.
“Wawancara yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah
wawancara bebas terpimpin yaitu teknik wawancara yang daftar
pertanyaannya telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh peneliti namun
masih tetap dimungkinkan adanya variasi pertanyaan yang disesuaikan

dengan situasi dan kondisi pada saat wawancara.”>?

3IAmiruddin & Zainal Asikin, Op. Cit, HIm. 3

3255lim Dan Erlies Septione Nurbani, Penerapan Teori Pada Penelition Tesis Don Disertsi,
Rojo Grefindo Perssada, Jokorts, 2013.HIm.15

33Sugiyono, Metode Penelitian Pendekaton  Kuentetif Den Kualitatif, Alfebets, Bandung,
2007, HIm.300
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b. Data sekunder, adalah data atau bahan hukum yang diperoleh melalui

data kepustakaan yang dalam penelitian hukum terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer
Bahan hukum yang sifatnya mengikat atau berhubungan dengan
permasalahan yang terkait. Dalam hal ini adalah;
a) Perjanjian Para Pihak
b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-

Undang Pokok Agraria

2) Bahan Hukum Skunder
Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menguraikan
bahan hukum primer berupa buku literatur akademik untuk
mencari pendapat-konsep teoritis yang berkaitan erat dengan
masalah yang diteliti dan pengumpulan data melalui wawancara.

3) Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan
petunjuk dan penjelasan bahan hukum primer dan sekunder seperti
kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan
lain-lain.

E. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum /Data

Berdasarkan penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan

adalah sebagai berikut:

1. Kepustakaan, pengumpulan data dengan teknik studi dokumen adalah
mengkaji  buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan,
dokumen-dokumen resmi, dan sumber kepustakaan lainnya yang
berkaitan dengan masalah yang di teliti

2. Penelitian lapangan, tujuan dari dilakukannya penelitian lapangan adalah
untuk mengumpulkan data primer melalui wawancara dengan informan
atau para pihak yang mengikat diri pada kasus Lombok Timur
a) Lokasi Penelitian yaitu bertempat di wilayah Lombok Timur
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b) Responden atau informan dalam penelitian ini adalah para pihak yang
mengikat diri dalam perjanjian tertulis yang tentunya mengetahui
banyak tentang obyek yang diteliti

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara secara langsung

atau tertulis dengan informan.

F. Analisa Bahan Hukum/Data
Analisis data yang digunakan adalah data kualitatif yang menggunakan
analisis komparatif konstan. Artinya, perbandingan teori yang digunakan
dengan norma hukum yang terkait dengan data berupa pernyataan para pihak.**
Pendekatan kualitatif, yaitu mencari dan memperoleh fakta dari penelitian
lapangan dan kepustakaan, serta mengaitkannya dengan pendapat responden
yang diperoleh melalui peraturan, buku akademik konsensus tertulis, dan
wawancara untuk memberikan solusi dan kesimpulan atas masalah.
G. Jadwal Penelitian
Berikut jadwal penelitian dari tahap persiapan sampai tahap penyusunan

laporan yang disusun peneliti disajikan dalam table:

BULAN

NO KEGIATAN DES JAN FEB

1 | Tahap Persiapan Penelitian

N

Interview & wawancara

3 | Penyusunan hasil penelitian

Konsultasi hasil penelitian dengan
4 | dosen pembimbing 1 & 2

5 | Persiapan seminar hasil

Tabel I. Jadwal Penelitian

34Amiruddin & Zainal Asikin, Op. Cit., HIm. 30



